DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-09/PJ/2003

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL
PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL

PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan
mendukung kelancaran tugas-tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak,
perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan
Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ./2002
tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat
Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

Mengingat :

1.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3984);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Nomor
3985);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lenibaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Nomor
3569);



Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3313);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3987);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3988);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak,
Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan,
Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan
Pengamatan Potensi Perpajakan;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2002 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang
Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan;

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-4351PJ/2002;

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/PJ/2002 tentang Tata

Cara dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap
Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
KEP-297/PJ./2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR



JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

Pasal |

Mengubah Lampiran I dan Lampiran VI Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-97/PJ./2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal
Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-435/PJ./2002 sebagai berikut:

1. Mengubah nomor urut 54 pada Lampiran I sehingga menjadi sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

2. Mengubah nomor wurut 24 pada Lampiran VI sehingga menjadi
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal
Pajak ini.

3. Menambah nomor unit 25 dan dan nomor unit 26 pada Lampiran VI

sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan
Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 11
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan

Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Januari 2003

DIRETUR JENDERAL

HADI POERNOMO
NIP 060027375



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIKEKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
KEP- 09 /PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
KEP297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG
DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA
PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK

WEWNANG DIREKUT JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN
KEPADA PARA PEJABAT PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)

NO

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL

URUT PAJAK DASAR HUKUM DILIMPAHKAN KEPADA KETERANGAN
1 2 3 4 5
54 Menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan tentang | Pasal 10 ayat (3) UU No. 7/1983 | Kepala KPP Sepanjang para Wajib Pajak yang melakukan
penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam | s.t.d.t.d. UU No. 17/2000 dan Pasal 2 penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha
rangka penggabungan, pelebuRan atau pemekaran | Kepmenkeu No. 422/KMK/.04/1998 tersebut terdaftar pada kantor Pelayanan Pajak
usaha dari Wajib Pajak s.t.d.d. Kepmenkeu No. yang sama
469/KMK.04/1998
Catatan:
s.t.d.d. = sebagaiaman telah diubah dengan
s.t.d.t.d. = sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Kepemkeu = Keputusan Menteri Keuangan
Kepdirjen = Keputusan Direktur Jenderal Pajak




LAMPIRAN IT

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
KEP-09/PJ/2003 ~ TENTANG  PERUBAHAN  ATAS
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
KEP-297/PJ./2002 TENTANG PELIMPAHAN
WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA
PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN
KEPADA PARA PEJABAT PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IO REREN S RIS DASAR HUKUM DILIMPAHKAN KEPADA KETERANGAN
URUT PAJAK
1 2 3 4 5
Menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan tentang | Pasal 10 ayat (3) No. 7/1983 s.t.d.t.d. | Kepala Kantor Wilayah DJP Sepanjang para Wajib Pajak yang melakukan
24 penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam | UU No. 17/2000 dan Pasal 2 penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha
rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha | Kepmenkeu no. 422/KMK.04/1998 tersebut terdaftar pada Kantor Wilayah Direktorat
dari Wajib Pajak s.t.d.d Kepmenkeu No. Jenderal Pajak yang sama
469/KMK.04/1998
Menerbitkan Surat keputusan Persetujuan Penilaian | Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU No. Tata caranya ditetapkan dalam kepmenkeu No.
25 Kembali Aktiva Tetap  Perusahaan untuk Tujuan | 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000 Kepala Kantor Wilayah DJP 486/KMK.03/2002 dan Kepdirjen No. KEP-
Perpajakan 519/PJ/2002
Menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan | Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU No. Tata caranya ditetapkan dalam kepmenkeu No.
26 Pembayan PPh Final atas selisih lebih penilaian | 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000 Kepala Kantor Wilayah DJP 486/KMK.03/2002 dan Kepdirjen No. KEP-
kembali aktiva tetap secara angsuran untuk jangka 519/PJ/2002
waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, dalam hal
Pajak Penghasilan Final yang terutang tidak lebih dari
Rp. 2.000.000.000.000.00 (dua triliun rupiah)
Catatan:
s.t.d.d.d = sebagaiamana telah diubah dengan
s.t.d.td = sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Kepmenkeu = Keputusan Menteri Keuangan

Kepdirjen

= Keputusan Direktur Jenderal Pajak




